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WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 4  TAHUM 2042
TEMTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN KETUA, WAKIL-WAKIL KETUA DAM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA_
WALIKOTA PADANG,

bahwa untuk melaksanalan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Pedany Momor
07 Tahun 2007 fentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padeng Nomor 02
Tahun 2005 teniang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
Kola Padang, perlu menetapkan Peraturan Walkota tentang Tunjangan Perumahan
Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakitan Rakyat Daereh Kota Padang.

1.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah { Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 20 );

Undang-Undang Nemer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Repubfik indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-tUndang Nomor 12 Tahun 2008 {Lembaran Negara Tahtn 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

Undang-Undang Nemor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwzkilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 5043) ;

Undang-Undang WNomor 12 Tazhun 2011 lentany Pembeniukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Négara Republik indongsia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 980 tentang Perubahan Batas Whayah'
Kotemadya Daerah Tingkat If Padzang {Lembaran Negara Repubf Indanzsia Tahun
1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 3164);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Aanggota Dewari Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 {L.embaran Negara Repubiik
indonesia Tahun 2007 Momor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indgnesia
MNomor 4712); ‘

Peraturan Pemerintah Nomaor 58 Tahun 2005 i{entang Pengelolagn Keuangan
Daerah (Lemberan Megara Republik indonesia Tahun 2005 Nomar 140, Tambahen

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578};);

Peraturan Menteri Dalem Negeri Momor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuvangan Daerah sebagaimana telah diupah kedua kallnya dengan

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tenieng Pengelompokkan
Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Perfanggungjawaban
Penggunazn Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyal
Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dang

{Operasional;
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Menetapkan

Diundangkan di Padang,

Pada tanggal 2 Sanuar 2012

10. Peraturan Daerah Kota Padang Nemor 02 Tahun 2005 fentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rekyat Daerah
Kota Padang {Lembaran Daetzh Kota Padang Tahun 2005 Nomor 04, Tambahan
Lambaran Daerah Nomor 01), sehagaimana telah diubah dengan Paraturan Dasrah

Kota Padang Nomor 07 Tahun 2007 {Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2007
Momor 07);

11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah { Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008
Nomor 01);

MEMUTUSKAN

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN KETUA, WAKIL-
WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PADANG,

Pasal 1
Kepada Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kofa
Padang diberkan Tunjangan Perumahan.

Pasal 2
Tuniangan Perumahan sebagaimana dimakstud dalam Pasal 1, dibarkan setiap bulannya
dengan rincian sbb:
a. Ketua Rp. 6.000.000,~orang

b. Wakil-wakil Ketua masing-masing  Rp. 4.750.000,-/orang
¢. Anggota DPRD masing-masing Rp. 4.250.000,-/orang

Pasal 3
Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan uniuk Bulan
Januan sampai dengan Desember sefiap tahunnya dan dibebankan pada Anggaren
Pendapatan dan Belanja Daereh Kota Padang pada pos Anggaran DPRD Kota Padarg.

Pasal 4
Teknis pelaksanaan pembayaran fupjangan perumghan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 disesuaikan dengan ketenfuzn dan peraturan pemundangan yang berdaku d
bidang pengelodazn keuangan daerah,

Pasal 5
Peratusan fni muiai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memesintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini
dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Pladang
pada tanggal 2 fanwwe ry 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

BERITA DAERAH KO




